ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Perihal:  PERMOHONAN PENARIKAN KEMBALI DALAM PERKARA REGISTER ARPK : 166-
04-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, SEPANJANG PENGISIAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL | (MAKASSAR A) PARTAI GOLKAR,
ATAS NAMA Drs. H. A.KADIR HALID NOMOR URUT 1.

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat Kantor

NIK
. Nomor Telepon

2. Nama
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat Kantor

NIK
Nomor Telepon

DKI Jakarta.

DKl Jakarta.

:317504270757006
: 0811631981

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

NOMOR {&b. %, 2YPHPU.DPR-DPRD-XVIL/2019

L2

DARI i fometien |

HARI i cplasa ..
TANGGAL (e 3 O) 2919
JAM : - o8 e

: AIRLANGGA HARTARTO

: Ketua Umum Partai Golongan Karya
: Indonesia

: 1 Oktober 1062
: Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat,

:3174070110620004
0818182268

: LODEWUJK F. PAULUS

: Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
: Indonesia

: 27 Juli 1957
: Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golkar dalam jabatannya sebagai
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berkedudukan di
jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum
Dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang
Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Masa Bakti
2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI
Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2018.
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan :

1) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel IV atas nama Ir. M. ARFANDY IDRIS, Nomor Urut
1.

2) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel | (Makassar B) atas nama Drs. H. A.KADIR HALID
Nomor Urut 1.

3) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
(PANGKEP Il) atas nama NURBAINI, SE, Nomor Urut 4.

4) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Il Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Ir.
ARIFIN DAENG MAROLA, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-02/GOLKAR/V/2019, Tertanggal 22 Mei 2019
memberikan kuasa kepada :

Alberthus, S.H. Muhammad Nursal, S.H.

M. Aliyas Ismail, S.H., M.H. Herry Syamsuddin, S.H., M.H.
Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H. Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.
Mukmin, S.H. Hendra Firmansyah, S.H., M.H.

Akhmad Rianto, S.H.
Jamaluddin, S.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam “Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai

Golkar” berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-

363/DPP/GOLKAR/1/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat,

DKl Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut e PEMOHON
Melawan :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralamat di lalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya disebut --- TERMOHON

Pemohon dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

AT presy o
1.  Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat {1)"Rertauran Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2018 tentang Tata Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi :

“pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling
lama sidang terakhir”
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2. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami menyatakan menarik permchonan
dan alat bukti dalam perkara REGISTER ARPK : 166-04-27/ARPK-DPR-
DPRD/PAN.MK/07/2019, SEPANJANG ANGGOTA DPRD PROVINS| SULAWESI SELATAN
DAPIL | (MAKASSAR A) PARTAI GOLKAR, ATAS NAMA Drs. H. A.KADIR HALID NOMOR
URUT 1, karena dalam perkara A quo telah ditangani oleh Bawaslu Kota Makassar

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh alat bukti dalam
perkara A quo mulai dari bukti P. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21. Juga kami
nyatakan ditarik seluruhnya.

Demikian Penarikan Permohonan dan alat bukti ini kami ajukan, dan atas perkenaan yang
mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

HENDRA FIRMANSYAH, S.H., M.H.



